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KERANGKA ACUAN / TOR 
PELATIHAN PENYUSUNAN PERDA UNTUK PENANGGULANGAN BENCANA  

Jakarta, 11-15 Januari 2010 
 
 
I. LATARBELAKANG  
 
Sebagaimana yang dimandatkan oleh UU No. 24 Tahun 2007 tentang 
Penanggulangan Bencana,  Pemerintah Daerah 
(Gubernur/Bupati/Walikota dan DPRD) menjadi penanggung jawab 
dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dimana aturan 
tanggung jawab dan wewenangnya dapat di atur dalam kebijakan 
daerah dalam hal ini dituangkan kedalam Peraturan Daerah (Perda). 
Termasuk didalamnya pengaturan tentang pembentukan Badan  
Penanggulangan Bencana Daerah yang bertugas untuk 
menyelenggarakan fungsi: a. perumusan dan penetapan kebijakan 
penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak 
cepat dan tepat serta efektif dan efisien; dan b. Pengkoordinasian 
pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, 
terpadu, dan menyeluruh.  
 
Namun dalam proses selanjutnya, amanat dan implementasi pembuatan 
Perda ternyata tidak mudah, karena kemampuan, kapasitas dan konsen 
masing-masing Pemerintahan Daerah berbeda-beda termasuk cara 
pandang terhadap bentuk tanggung jawab  dan implementasi 
pentingnya regulasi (Perda) sebagai acuan didalam menjalankan 
penyelenggaraan penanggulangan bencana. Masih terdapat beberapa 
masalah utama yang dihadapi oleh sebagian komponen masyarakat dan 
Pemerintah Daerah terkait dengan penyelenggaraan penanggulangan 
bencana di daerah, antara lain sosialisasi kebijakan PB yang kurang 
maksimal, minimnya pengetahuan dan proses belajar PB, 
ketidakmampuan segenap komponen daerah didalam melakukan 
terobosan kebijakan PB, banyak terdapat konflik antar peraturan dan 
kelembagaan di daerah serta penyelenggaraan penanggulangan bencana 
belum merupakan kebutuhan daerah. 
 
Untuk itulah MPBI  menawarkan pelatihan mengenai hal ini khusus 
bagi mereka yang secara khusus menggeluti isu penanggulangan 
Bencana  
 
 
II. TUJUAN  DAN SASARAN 
 
II.A TUJUAN 
Menawarkan peluang  peningkatan kapasitas dan mengintegrasikan 
kebijakan penanggulangan bencana di berbagai lintas daerah.  
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II. B SASARAN 
Pada akhir pelatihan, mitra belajar sudah 
1. memahami  isi kebijakan PB dan kebijakan yang terkait; 
2. memahami bagaimana menyusun peraturan daerah; 
3. mengetahui cara mengaplikasikan materi pelatihan di wilayah kerja 

masing-masing. 
 
 
III. WAKTU DAN TEMPAT : 
 
Pelatihan akan diselenggarakan dari tanggal 11 sampai dengan 15  
Januari 2010, dari jam 09:00-17:00 WIB, di Kantor MPBI Lantai 3 Jl. 
Kebon Sirih No. 5G Jakarta Pusat.  
 
 
IV. MATERI DAN NARASUMBER KEGIATAN : 
 
IV. 1 Materi :  
1. Pengantar Pengetahuan Dasar tentang Penanggulangan Bencana  
2. Penanggulangan Bencana dalam Peta Kebijakan Nasional, Regional 

dan Internasional. 
3. Kebijakan Penangggulangan Bencana Nasional dan Daerah dalam 

Pembangunan. 
4. Pengetahuan Mengenai Hukum, Peraturan Daerah dan Legal Drafting 
 
IV. 2 Narasumber :  
Narasumber adalah tokoh-tokoh yang berpengalaman dalam bidangnya, 
dan terlibat dalam proses perumusan dan pembuatan Undang-undang 
Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. 
1. Hening Parlan (Direktur Humanitarian Forum Indonesia,  Presidium 

Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia) 
2. Sugeng Triutomo (Deputy Kesiapsiagaan dan Mitigasi Badan Nasional 

Penanggulangan Bencana) 
3. M. Roem (Direktur Manajemen Pencegahan dan PB Dirjen PUM 

Depdagri) 
4. Suratman, SH, MH (Staff Ahli Komisi 8 DPR RI) 
5. Bernadinus Stanley (Legal Draft Trainer) 
 
IV. 3 Fasilitator:  
Fasilitator terdiri dari : 
1. Ivan V. Ageung SH  
2. Djuni Pristiyanto  
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V. MITRA BELAJAR : 
Siapa yang sebaiknya ikut pelatihan ini? Yang sebaiknya mengikuti 
pelatihan ini adalah 
1. Wakil Pemerintahan Daerah : Pejabat-pejabat 

PEMPROV/PEMKOT/PEMKAB  (akan)  dan anggota DPRD 
Provinsi/Kota/Kabupaten yang (akan) terlibat dalam penyusunan 
Peraturan Daerah Penanggulangan Bencana)  

2. LSM – terutama yang (akan) terlibat dalam advokasi dan 
pendampingan perumusan peraturan daerah PB dan isu-isu PRB. 

3. Akademisi – terutama yang berminat dalam menyumbangkan 
pengalaman akademisnya dalam kontekstualisasi peraturan daerah 
PB. 

 
 
VI. PANITIA PENYELENGGARA 
 
Panitia penyelenggara terdiri dari: 
Koordinator Training  : Ivan Valentina Ageung <iv.ageung@gmail.com> 
Sekretariat   : Siti Istikana <s_istikana@cbn.net.id> 
      Kantor Sekretariat MPBI,  

  Jl. Kebon Sirih No. 5G 
      Tel. 021-3147321, fax. 021-3103535 
 
VII. PENDAFTARAN  
Pendaftaran selambatnya diterima panitia penyelenggara seminggu sebelum 
pelatihan, 31 Desember 2009. Pendaftaran akan ditutup bila jumlah mitra 
belajar sudah melampaui jumlah batas maksimum.  
Investasi pelatihan sebesar Rp 3,000.000,-  (tiga juta rupiah)  per mitra belajar, 
dibayar selambatnya tanggal 31 Desember 2009 dengan pengiriman tanda 
bukti transfer bank (scan atau fotocopy atau facsimile) ke:  
Nama rekening :  
Perkumpulan Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia. 
Nomor: 025-01-00220-008. 
Bank: Niaga Bank Branch Fedex. 
Berita: pembayaran biaya training legal drafting 2010 
 
Investasi pelatihan ini mencakup bahan pelatihan dan  makan siang. Panitia 
tidak menanggung biaya penginapan, cuci, transport dan komunikasi. Bagi 
mitra belajar dari luar Jakarta, panitia penyelenggara menawarkan kemudahan 
untuk pemesanan akomodasi yang dibayar sendiri oleh mitra belajar. 
 
Anggota MPBI mendapat diskon 30%.  Bagi mitra belajar yang mendaftar “early 
bird” hingga tanggal 1 Desember 2009 mendatang akan mendapat potongan 
harga 10%. 
 
Pendaftaran langsung pada : sekretariat MPBI dengan alamat di atas. 
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Jadwal Training Legal Drafting Perda PB 
 

 
Hari Pertama : 11 Januari 2010 
Waktu Topik Metode PJ 
09.00 – 10.00 WIB Pengantar Training, Perkenalan dan 

Kesepakatan Jadwal 
Pleno  

10.00 – 12.00 WIB Sessi 1 : Mengenal Lebih Dekat tentang 
Isu Penanggulangan Bencana 

Paparan 
Narasumber dan 
Dialog 

Hening Parlan 

12.00 -13.00 WIB ISHOMA   
13.00 – 14.30 WIB Sessi 2 : Sistem Nasional Pen. Bencana Paparan 

Narasumber dan 
Dialog 

Bpk. Sugeng 
Triutomo 

14.30 – 15.00 WIB Coffebreak   
15.00 – 17.0 WIB Sessi 3 : Kebijakan Kelembagaan PB Paparan 

Narasumber dan 
Dialog 

Bpk. M. Roem 

17.30 – selesai ISHOMA   
 
Hari kedua : 12 Januari 2010 
Waktu Topik Metode PJ 
09.00 – 10.00 WIB Review Pleno Fasilitator 
10.00 – 12.00 WIB Sessi 4 : Legal Reasoning: Dasar 

Logika Hukum 
1.  

Paparan 
Narasumber dan 
Dialog 

Trainer 

12.00 -13.00 WIB ISHOMA   
13.00 – 14.30 WIB Sessi 5 : Pemikiran Legal Reasoning 

(legisme hingga problem-solving)  
 Trainer 

14.30 – 15.00 WIB Coffebreak   
15.00 – 17.00 WIB Sessi 6 : Praktek Legal Reasoning  

 
 Trainer 

17.30 – selesai    
 
Hari ketiga : 13 Januari 2010 
Waktu Topik Metode PJ 
09.00 – 10.00 WIB Review Pleno Fasilitator 
10.00 – 12.00 WIB Sessi 7 : Konsep-Konsep Peraturan 

perundang-undangan 
 

Paparan 
Narasumber dan 
Dialog 

Trainer 

12.00 -13.00 WIB ISHOMA   
13.00 – 14.30 WIB Sessi 8 : Sejarah Peraturan 

Perundang-undangan 
Diskusi kelompok 
dan presentasi 

Trainer 

14.30 – 15.00 WIB Coffebreak   
15.00 – 17.00 WIB Sessi 9 : Konsep-konsep Dasarnya  

a.  Tradisi Legisme 
b. Tradisi Problem-Solving 

 

Paparan 
Narasumber dan 
Dialog 

Trainer 

17.30 – selesai    
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Hari ke empat  : 14 Januari 2010 
Waktu Topik Metode PJ 
09.00 – 10.00 WIB Review Pleno Fasilitator 
10.00 – 12.00 WIB Sessi 10 : Teknik Penyusunan 

Peraturan Perundang-undangan 
(Role play) 

Paparan 
Narasumber dan 
Dialog 

Trainer 

12.00 -13.00 WIB ISHOMA   
13.00 – 14.30 WIB Sessi 11 : Contoh-contoh teknik 

penyusunan peraturan perundang-
undangan 
 

Diskusi kelompok 
dan presentasi 

Trainer 

14.30 – 15.00 WIB Coffebreak   
15.00 – 17.00 WIB Sessi 12 : Lanjutan Paparan 

Narasumber dan 
Dialog 

Trainer 

17.30 – selesai    
 
Hari kelima : 15 Januari 2010 
Waktu Topik Metode PJ 
09.00 – 10.00 WIB Review Pleno Fasilitator 
10.00 – 12.00 WIB Menyusun Rencana Kerja Legal dan 

Kesimpulan Akhir/Evaluasi 
Paparan dan Dialog Fasilitator 

12.00 -13.00 WIB ISHOMA   
 
 


